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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAE RAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13? TAIUN 2010 

TENTANG 

ENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH 
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUIM 
TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN TOL CACING SEJAJAR 
TEGANGAN TINGGIKELURAHAN PENGGIL INGAN, KECAMA TAN CAKUNG, 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

DENGAN RAHMAT IUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbany : a. batwa untuk kelancaran lalu lintas dala an@ka merunjang kegiatan 
ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukot 

Jakarta, pertu adanya pengembangan prasarana secarm terarahi, antgta 
lain dengan pembangunan/pelobaran jalan, 

b. bahwa bedasark.an pertimban@an sebagimana dimaksud pada hunt 

peflu menetapkan Peraturan Guborur tentang enguasaan erencanaan 
dan eruntukan Bidang Tanah baqi Felaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum Trace Jatan Terbus Pen@gilingan Tol Cacing Sejajar 
Tegangan Tinggi Kelurahan Pengglingan, Kecamatan Cakung, Kot 
Administrasi Jakarta Timur, 

Mengigat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tanun 1960 tentang Peraturan Dasar okok­ 
pokok Agrania, 

2. Undang-Undang Nomor 51 Pro Tabun 1960 tentang Larangan 
Pomakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya, 

3.Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang undangan; 

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerat 
Sebagairana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008, 

5 Undang-Undang Nomor 229 Tahun 2007 tentang Pomerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
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6. Peraturan Presiten Nomor 36 Tahun 2095 tontang engadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah den@an Poraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 

7 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Ketentuan elaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelak sanaan Pembangunan untu 
Kepentingan Umum sebagaimana telah iubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bargunan Dalam 
Wayah Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang 
W4ayah Daerah Khusus lbukota Jakarta 

10. Poraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN DAN 
PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUINAN 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN 
TOL CACING SEJMAR TEGANGAN TINGGI KELUAHAN PENGGILINGAN 
KECAMATAN CAKUNG. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

Pasal 1 

enguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bi«dang Tanah bagi Pelaksanaan 
Pombangunan untuk Kopentingan Umum Trace Jalan Tembus Penggilingan 
Tol Cacing Sejajar Tegangan Tinggi Keluranan Penggilingan, Kecamatan 
Gakung. Kota Arminirstrasi Jakarta Timur den9an lebar 18 m (delapan 
belas meter) serta beberapa pelebaran pada tempat tempat tertentu 
sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebat pada peta 
situasi skala1 1000 terdiri dan 1 (satu) ler bar dengan Nomor emenksaan 
256//ppSKDTRV/IO9 «ibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan 
di Bro Umum Sekretariat Daerah Provins Daerah Khusus lbukota Jakarta 

Pasal 2 

Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana 
dimnaksud daiam Pasal 1 merupaka darsant bagi Dinars Pekeraan Umum 
Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan 
mengamankan tanahvlokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak 
an9sung untuk pelaksanaan pembangunan 
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Pasal 3 

Poraturan Gubernur in belaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tabun 
dan akan ditinjau kombali apabila pelaksanaan pembangunan belum 
selesai dan pangka waktu sudah teriampaui 

Pas.al 4 

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta agar 
mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur iri dengan 
instansi terkauit 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tang@al iundangkan 

at setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bernita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta 

Ditetapkan i Jakarta 
pada tanggal 1? Juli 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

Diundangkan di Jakarta 
pata tang9al 2 Jul 31 

SEKRE TARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA. 

MUHA YAT 

NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 201G NOMOR 138 



ft«do»etc'aeso c a  

-kc.ta aka ta 

PERA TURAN GUBERNUR PROVINSI DAE RAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1JI 1AUN 2010 

TENTANG 

PENGUASAAN ERENCANAAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN 
PE!BANGUNAN TRACE BANJIR KANAI TIMUR DAN FASILTASNYA DARI KALI 
CIPINANG SAMA! DENGAN LAUT JAWA MFLALU KELURAHAN CIPINANG BF SAR 

SELATAN, KELURAMAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA. KELURA!HAN 
PONDOK BAMBU KE!URAHAN DUREN SAWIT, KELURAHAN ONDOK KELAPA, 
KELURAMAN MALAKA SARI, KELURAHAN MALAKA JAYA, KELURAHAN PONDOK KOI 
KECAMSATAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PULO GE8ANG, KELURAHAN UJUNG 
MENTENG, KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMA TAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA TIMUR DAN KELURAHAN ROROTAN KELURAHAN MARUNDA,KECA!MATAN 

CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

Me 

Menimbang a batwa berdasaran Instruks Gubernur Noror 87 Tahun 20€ 
tentang Pembertakuan Keputusan Gubernur tentang Penguasaa 
Pertukan Bang anab untuk Pelaksanaan Pembanguran be 
Kepentigan mum, Keputusan Gubernur Nomor 3504/2003 tenta 
Penguasaan Perencanaan Bitang Tanah untuk Polaksana 
Pemangunan Trace Banit Kanal Timur dan Fasitasnya dan t 

Cprang sampat dengan Laut Jawa, Kota Amunrstrasi Jake 
Timur dan Sota Armwnistrasi Jakarta Utara masa berlakunya sarr 
dengan Tahun Ano@aran 2009 

b bahwa dalam ranaka penataan sistem pengendalian be 

pengelolaan ramnase kota dan kawasan Sungai di Provinsi Da 
husus lbukota Jakarta, porlu adanya pengaturan kembahi men¢ 
pengaran yang terarah antara lain dengan pembangunan f 

Kanai Timur dan fasltasnya 

c. bahwa berdas3rkan pertmnbangan sebagaimana dir.aksud 
hurut a dan hurut b, perlu menetapkan peyaturn Gubernur e 
Penguasaan Peren,anear/Peruntukan Bidang Tanah untukx Pe-take 

Pembangunan Trace Banijr Kanal Timur dan Fasiltasoya d 
Cipiano sampai engan taut Jarwa Melalui Kelurahan Cipinang 


